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Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tanggal 9 desember 2015 tinggal menunggu hari. Sebagai sebuah proses, saat ini seluruh calon sedang giat-giatnya menarik hati pemilih dengan melakukan berbagai bentuk kampanye, Pada masa kampanye inilah, idealitas sebuah hubungan antara pemerintah dengan rakyat terlihat. Kedekatan, keramahtamahan, kemurah-hatian, kesetaraan dan sejenisnya dari calon kepada pemilih yang terjadi selama kampanye adalah konsep ideal dalam tata kelola pemerintahan. Tak pernah ada calon yang marah di depan publik, tak mungkin ada calon yang cemberut saat bertemu dengan publik, juga tak pernah juga ada calon yang langsung menolak permintaan publik karena ia akan berusaha keras memenuhinya --minimal janji bahwa permintaan itu akan dipenuhinya saat dia terpilih nanti--. Nilai-nilai social equity yang terjadi dalam kampanye kemudian menjadi contoh paling nyata dari apa yang sesungguhnya diinginkan rakyat dalam sebuah tata kelola pemerintahan. 
Bagi rakyat yang rasional, kampanye adalah momentum untuk melihat apa saja janji yang akan dilakukan calon ketika saatnya nanti mereka terpilih menjadi kepala daerah. Tapi bagi sebagian rakyat yang pragmatis, masa kampanye adalah ‘kesempatan’ untuk mendapatkan ‘jawaban’ atas keinginan nyatanya sebagai rakyat, meski sederhana dan hanya jangka pendek. Saat kampanye inilah, permintaan rakyat semisal sajadah untuk musholla, pembuatan lapangan badminton, dan sejenisnya langsung bisa dipenuhi. Inilah realitas kampanye kita, dua sisi yang sama-sama kita amini kenyataannya. Tak bisa kita salahkan mereka, karena nilai social equity yang seharusnya diterima rakyat oleh siapapun pemerintah yang sedang berkuasa –di manapun dan kapanpun- ternyata hanya dirasakannya pada saat kampanye. Hah!
Persoalannya kemudian adalah bagaimana agar ‘nuansa indah’ kampanye itu juga terabstraksi nyata dalam praktek tata kelola pemerintahan khususnya dalam pelayanan publik (nantinya) pasca Pilkada. Dalam tata masyarakat demokratis, pelayanan publik merupakan fungsi dari tanda kehadiran negara yang secara strategis mewujud melalui instrumen kebijakan (regulasi), instrumen fiskal (anggaran), dan tindak administrasi (pelayanan barang/jasa). Untuk dapat menjalankan fungsi tersebut, pemerintah dibekali otoritas pengelolaan di sisi input (berupa peran ekstraksi, investasi, dan lain-lain) maupun di sisi output (peran distribusi, alokasi, dan lain-lain). Prinsip sederhananya, rakyat-sang pemilik kedaulatan, secara nyata menikmati hak-hak dan kebutuhan dasarnya, dan tugas negara (melalui pemerintah) adalah memastikan perwujudannya secara optimal.
Persoalan kemudian terdapat keterbatasan input di sebuah daerah sehingga membuat kemampuan untuk memenuhi hak dan kebutuhan rakyat menjadi terbatas, tidak serta merta bisa menjadi alasan bagi kepala daerah untuk mengeluh. Inilah tanggung jawab. Inilah konsekuensi dari pilihan politik yang dipilih. Di sinilah pentingya inovasi pemerintahan. Dan di sinilah pentingnya pemaknaan yang mendalam atas paradigma administrasi pemerintahan khususnya makna pertanggungjawaban (accountability). 
Pasca Pilkada –siapapun yang akan terpilih- selayaknya memahami makna tanggung jawab (accountability) ini dalam kerangka yang komprehensif. Sebagai kepala daerah (dan wakil kepala daerah) ia memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan ‘segalanya’ dalam pemerintahannya. Bukan hanya apa yang telah ia janjikan selama kampanye namun juga urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkruen dan urusan pemerintahan umum. Dan satu lagi, tanggung jawab dia sebagai seorang individu kepada dirinya dan masa depannya, lima tahun kemudian. Jika ini dilakukan, maka bagi kepala daerah yang akan mencalonkan diri lima tahun mendatang, meski bukan garansi, akan sangat mudah terpilih kembali meskipun dia tidak berkampanye sebagaimana ia lakukan saat ini. 

Dalam konteks pertanggungjawabanini, Herbert J. Spiro dalam Accountability Government (1969) dengan sangat komprehensif membaginya dalam tiga hal yang saling terkait yakni responsibility (tanggung jawab terhadap layanan publik), cause (penyebab, penggerak, acts), dan obligation (tanggung jawab atas kewajiban). Pertama, responsibility; yang memaknai akuntabilitas  sebagai sebagai kesediaan untuk menjawab pertanyaan dan harapan publik. Accountability dalam hal ini adalah kesadaran dari seorang pengelola kepentingan publik untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya tanpa menuntut untuk disaksikan oleh pihak-pihak lain yang menjadi sasaran pertanggungjawabannya. 
Perbedaan antara responsibility dengan accountability adalah tanggung jawab dalam konteks. Responsibility ditujukan oleh seorang pengelola kepentingan publik kepada pihak-pihak lain, sedangkan tanggung jawab sebagai accountability ditujukan oleh seorang pengelola kepentingan publik kepada dirinya sendiri. Penjelasan terkait disampaikan Ndraha (2011), bahwa  kewenangan terikat dengan tanggung jawab, karena itu terkait dengan hak, sedangkan hak berkaitan dengan pula dengan posisi (kedudukan). 
Dalam hubungan pemerintahan, hak pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak yang lain. Hubungan itu lahir sebagai akibat dari konsensus, kesepakatan atau perjanjian. Dari sebuah janji (dalam apapun, termasuk dalam kampanye), lahir hak dan kewajiban, baik searah (bersegi-tunggal) maupun bolak-balik. Dari sebuah status juga lahir kewajiban di satu pihak dan hak di pihak lain. Karena statusnya yang memiliki kekuasaan nyata dan langsung, maka pemerintah berkewajiban melayani masyarakat. 

Kedua, tanggung jawab atas dasar obligation (kewajiban yang melekat) dimaknai sebagai kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan yang terbentuk berdasarkan sumber-sumber, yaitu: perintah, janji dan status. Proses pemenuhan kewajiban ketiganya dilakukan oleh pemerintahan dan instrumen pengukurnya adalah prestasi sehingga tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam bentuk political trust dan social trust. Dalam perspektif pemerintahan, kepercayaan terjadi ketika masyarakat menilai bahwa lembaga pemerintah dan para pemimpinya dapat memenuhi janjinya secara efisien, adil dan jujur. Kewajiban pemerintah dengan segala kewenangan dan sumber daya yang dimilikinya memastikan kewajiban-kewajiban konstitusinya terpenuhi. Obligation menunjukkan sejauh mana seseorang pelaku pemerintahan menepati  dan menunaikan janji.


Ketiga, Spiro menjelaskan responsibility as Cause berdasarkan pertimbangan asas free will free act yang dimiliki seseorang. Kebebasan berkehendak dan berbuat manusia merupakan hak asasi yang dibatasi oleh hak yang sama yang dimiliki orang lain. Dengan demikian, ia harus bertanggung jawab terhadap dirinya (tanggung jawab individu). Logika sederhananya, seorang kepala daerah telah memilih nasibnya sebagai pemimpin di sebuah wilayah, karena itu, seluruh tindakannya harus siap dimintai pertanggungjawaban. Perspektif free will free act di atas kemudian menjadi landasan teoritis bagi tindakan birokrasi yang dikatagorikan diskresi terhadap masalah pemerintahan yang spesifik yang belum diatur sebelumnya.

Tantangannya adalah bagaimana kemudian mengabstraksikan atau merinci visi dan misi calon kepala daerah sedemikian rupa untuk memastikan pelaksanaan dan sistem pertanggungjawabannya sebagai panduan untuk warga?. Ini adalah tanggung jawab warga negara, karena dalam ruang politik yang saling tergantung, antara pemerintah dan rakyat sama-sama memiliki tanggung jawab. Seperti halnya sebuah keluarga yang masing-masing anggotanya memiliki fungsi-fungsi kewajiban dan tanggung jawab yang saling mendorong untuk memberikan kontribusi bagi pemenuhan tanggung jawab dan kewajibannya. Dan inilah, salah satu tantangan pasca Pilkada.
